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Berarti ini SDM-nya
yang bermasalah. Kami akan
Yindak lanjuti sesuai rekomendasi
DPRD. Sekaitan dengan temuan
yang lain, sesuai rekomendasi
BPK, sudah kami surati OPD
terkait. Sudah ada juga yang
dikembalikan.

MAHYELDI ANSHARULLAH .

Gubernur Sumbar

PADANG, HALUAN — Daui total 58
rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Atas Kepatuhan Belanja Daerah
Sumbar Tahun 2021, baru sebanyak 15
rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pem-
prov Sumbar). Selain itu, juga baru sekitar
Rp1,380 miliar dari total Rp11,340 kerugian
negara yang dikembalikan.

Untuk ita, Panitia Khusus (Pansus) LHP
DPRD Sumbar mendesak Pemprov
Sumbar segera menyelesaikan seluruh
proses tindak lanjut rekomendasi BPK
tersebut, Termasuk mengembalikan Rp9,56
miliar kerugian negara yang masth tersisa.

“Terkait banyaknya kerugian negara yang
belum dikembalikan ke kas daerah, maka kami
mendesak Pemprov Surnbar dan Tim Tindak
Lanjut L.HP menagih pihak terkait untuk
menyetorkan kembali ke kas daerah,” kata
Ketua Pansus LHP, Bakri Bakar dalam rapat
paripurna di DPRD Sumbat, Rabu (16/3).

Ta menyebutkan, Pansus LHP DPRD
Sumbar telah mengindentifikasi perma-
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salahan serta faktor yang menyebabkan temuan
dalam LHP Keparuhan Belanja Daerah 2021.

-~ Salah satunya, masih banyak permasalahan dalam._
LUP BPK yang sifatnya berulang dari tatttm®

tahun sebelumnya.
“Ini menunjukkan belum adanya upaya
signifikan dari pemerintah daerah dan Organisasi

. Perangkat Daerah (OPD) terkait kelemahan yang

ada, Termasuk tidak dilaksanakannya rekomen-
dasi DPRD sebelumnya terhadap permasalahan
yang sama,” katanya.

Selain itu, LHP tersebut juga menunjukkan
masih rendahnya pemahaman pejabat pengelola
keuangan daerah pada masing-masing OPD,
seperti PA, KPA, PPTK, PPK, dan pejabat teknis
pengelola keuangan lainnya, terhadap peraturan
perundang-undangan terkait tugas dan kewena-
ngannya. Sehingga berdampak gagal membayar
kegiatan yang telah selesai.

“Tak hanya itu, masih rendah kemampuan
pemahaman pejabat teknis pengelola kegiatan
atau proyek pada masing-masing OPD tethadap
pelaksanaan tugas dan kewenangan juga
berdampak terhadap pelaksanaan pengawasan
dan penilaian hasil pelaksaan kegiatan,” taturnya.

Kemudian, pengawasan dan engendalian
oleh pimpinan OPD juga dinilai belum efektif
terhadap pelaksanaan kegiatan, serta belum
maksimalnya pelaksanaan kegiatan, baik perenca-
naan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.
“K ondisi ini idak terlepas dari rendahnya alokasi
anggaran yang disediakan pada APBD untuk
penyelenggaraan kegiatan pendukung penga-
wasan,” ujarnya. :

Terakhir, manajemen proyek yang belum
tertata dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan
lamanya proses pengadaan barang dan jasa
pembagian paket pada pokja yang belum
proporsional, yang mengacu pada pemenangan
tender yang masih terorientasi pada harga
terendah tanpa memethatikan kemanpuan
finansial dan teknis rekanan. :

Dalam hal ini, BPK meminta kepada
Pemprov dan OPD terkait untuk menindaklanjud
sermua rekomendasi yang terdapat dalam LHP
Kepatuhan Atas Belanja Daerah 2021 dalam
waktu 60 hari sejak laporan LHP diterima,
tepatnya pada 28 anuari lalu. .

“Bagi pihak-pihak yang belum dapat me-
nyelesatkan rekomendasi BPK dalam waktu
tersebut, maka temuan yang bersifat uang

Iangsung ditetapkan SK 'T]M (Surat Keterangan
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Tanggung Jawa
toturnya. ;

Jika temuan. tersebut masih berulang dan
dilakukan oleh pihak yang sama, maka gubernur
diminta agar memberikan sanksisesuai peraturan
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Mutlak) kepada pihak terkait,”

perundang-undangan kepada pejabat, ASN,.
_maupun pihak tetk aiplainnya, atau gnpmutas’ikah

yang bersangkutan kebidang tugaslain.

Bimpinan OPD juga diminta meriingkatk;n .

pengawasan dan pengendalian secara berjenjang

" keuangan wajib

_evaluasi be

dalam melaksanakan kegiatan pada masing-

masing OPD. Termasuk meningkatkan peran

alstif dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan

©OPD. Hal ini sebagai upaya mengetahui secara

dini dan sebagai langkah antisipasi bila tetjadi
ermasalahan dalam kegiatan.

«BPK merekomendasikan Pemprov untuk
meningkatkan kualitas dan kapasitas pejabat atau
ASN terkait dalam hal pelaksanaan pengawasan
melalui pelatihan dan penambahan tenaga
fungsional,” ucap Bakti Bakar.

Seclain itu, juga meningkatkan alokasi anggaran
untuk penyelenggaraan pendukung pengawasan
sesuai amanat perundang-undangan. Terakhir,
meningkatkan kapasitas dan kemampuan pejabat
teknis pengelola keuangan daerah.

Pansus DPRD Sumbar juga merekomenda-
sikan Pemprov Sumbar untuk memberikan sanksi
sesuai ketentuan perundang-undangan kepada
pejabat terkait. Hal ini berlaku terhadap ASN
yang karena kelalaiannya mengakibatkan tidak bisa
dibayarkannya kegiatan yang sudah diselesaikan
atau dikerjakan oleh pihak ketiga atau kegiatan
yang kelebihan bayat.

“Kemudian, penataan dan peningkatan
kualitas manajemen proyek dalam pelaksanaan
kegiataan dalam pembahasan serta penguatan
ULP atau biro pengadaan barang dan jasa melalui
penambahan pokja dan SDM yang memiliki
integgitas,” tuturnya.

Berikutnya, percepatan proses pengadaan

“barang dan jasa yang dapat dilakukan setelah APBD

ditetapkan. Penetapan pemegang lelang di samping

. memerhatikan kelengkapan administrasi dan

penawatan harga terendah, juga harus memerhatikan
kemampuan teknis dan finansial rekanan yang akan
dimenangkan berdasakan hasil klarifikasi.

Pada kesecmpatan yang sama Gubernur
Sumbat, Mahyeldi Ansharullah memastikan akan
melaksanakan seluruh rekomendasi LHP
tersebut. Termasuk temuan yang masih berulang,
yang mana mefurutnya, hal ini merupakan
kesalahan SDM bersangkutan:

“Aneh kalau ada temuan yang berulang-ulang.
Berarti ini SDM-nya yang bermasalah. Kami akan
tindak lanjuti sesuai rekomendasi DPRD. Sekaitan
dengan temuan yang lain, sesuai rekomendasi
BPK, sudah kami surati OPD terkait. Sudah ada
juga yang dikembalikan,” ujarnya. g

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi
menyebutkan, untuk mendukung keberhasilan
‘penyelenggaran emerintahan daerah, maka

;Ekel,o .secara tertib dan taat
pada peraturan erundang-undan , efekdf,
transpataf, serta bet ngjawab, %

“Kenangan dacrah petlu melalui pemeriksaan
yang mencakup identifikasi masalah analisis dan
arkan standar dan: norma yang
tetapk: ini untuk menilai kebenaran,
Tcerrnatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengeniai pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
(h/mg-dar)




